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ARSTRAK
{Delni Heriswa. Program Studi lmu Hukum Pascazarjana Unand, 109 halaman, 2009)

Timbulnya sengketa pertanahan adalah bermula dari pengaduan pihak yang
herisikan keheratan-keheratan dan tuntuian hak atas tanah baik terhadap status tanah,
prioritas maupun pemilikannya dalam pendaftaran tanah dengan harapan dapas
memperoleh penyelesuian yang sehaik-baiknya sesuni dengan aturan vang berlaku,
Tujuan pihak yang merasa keberatan adalah babwa ia berbak dur yang lain atas tanah
sengketa Dalam penyelesaian sengheta tanah adat menurt PIF No. 29 Tahun [997 i
Kantor Pertanahan Kota Bukittingg! menimbulkan ketidakpuasan pihak yang merasa
keberatan, Oleh sebab itn penyvelesaian senpgketa tanah adat ind perlu mengedepankan
rasn keadilan terhadap  penduduk lokal  dengan cara memperhatikan kebiasaan-
Lehinsaan masvarakat setempat. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana proses
penvelesnian sengketa yang muncul dalam pendafiaran tansh berdasarkan FP No.24
Tahun 1997 di Bukittinggi. dan hagaimana kendalahambatan dalam penyelesaian
sengketn pendaftaran tanah tersebut.

Untuk  mengumpulkan  datn vang  diperlukan penelitian inl menggunakan
pendekatan penelitian hukum  empios {xocio-legal research), Pengumpulan data
dilakukan melalu wawaneara dan studi dokumen dan data dianalisis secara kualiatif.

Diari hasil penelitian bahwa jika penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk
mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak mendapatkan hasil damai dari pihak-pibak
vang bersengketa, berdasarkan Pasal 27 Ayal (3) dan Pasal 30 PP Ne. 24 Tahun 1947
Kepale Kartor Pertanaban memberitahukan scears teriulis kepada pthak  yang
menzajukan keberatan. agar mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam masa tengpang
90 (sembilan puluh) bari.  Jika pihak vang merasa keberatan dalam masa tengpang
90 {sembifan puluh} har tidak mengajukan keberatannya ke Pengadilan, maka Kepala
Kantor Pertanahan melajulkan proses penerbitan seriipikat,

Dapat disimpulkan penyelesaian senghets tanab adat menurut PP Mo, 24 Tabun
1997 di Kota Bukittinggi, menimbulkan rasa ketidakpussan dan ketidakadilan bagi
pihak vang merasa keberatan dan sebagian pemuka/masyarakat adat, temitama
berkaitan dengan prosedural dan jangka waki penyelesaiannys, Dalam menangani
masalah vang berhubungan dengan tanah adatharia kaomdulayat ini, pihak lerkait
harus dapat memahami ketenluan-ketentuan adat Minangkabau yang masib berlaku
mengater  masyarakal  hukum  adamya, Instansi dan lembaga terkail dengan
penyelespian senpketa tanah adat/ulayat perlu disclesaikan secara proplesional, jugs
dalam menghadapi kendala-kendala vang timbul agar tidak tegadi keprveah tidak akan
dapat di pajanih, kil tdak akar depek diselasaian (keruh tidak dapat 43 jernihkan,
kusut tidak dapat diselesamkan).

Hendaknya Kantor Pertanshan  tidak terlaly kaku dengan aluran yang ada dan
mengakomodasi hukum adat. Apalagi kalau  pibak yang keberatan dianjurkan
memasukan keberatannya ke pengadilan, vang membuat pihak yang merasa keberatan
din sebagian pemuka/masvarakat adat akan selalu tidak renang dan bisa menimbulkan
konflik dalam masvarakat hukum ada.



BARB I
PENDAHULLUAMN

A. Latar Belakang

Masuluh pertanaban merupakan masalah vang rumit dan bersifat sensitif,
karema menvangkut berbapai aspek kehidupan baik hersifat sosial. polits,
maupun psikologis. Akibatnya dalam penvelesaian masalah pertanaban  bukan
hanva memperhalikan aspek yuridis. tetapl juga aspek kehidupan lainnya, sgar
permasalabannya tidak berkembang menjad Keresahan vang dapat menggangou
stabilitas masyarrd{m.' Tanah dalam kehidupan manusia mempunyal arti yang
sangal penling karena sehapian besar kehidupan mercka tergantung kepada tanah,
sebapai sumber kehidupan untuk mencari nafkah, dan juga tanah dapat dinilai
sebapai suatu  harta kekayaan vang mempunyal sifat permanen, karcna
memberikan suatu kemantaatan dan mempunyal nila ekonomis.

Dlewasa ini fanah mempunyvai nilal ekonomis yang sangat tinggl terlebih
dengan pesatnya perlumbuohan pendoduk dan semakin meningkatnya kebutuhan
masyarakat, sedangkan juralah luas tanah yang tersedia adalab tetap sehingga
kedudukan hak atas tanah menjadi semakin penting. Mengingat persealan tanah
sanpal penting dan steategis, negara mengakui hak tersebul seear konstitusional,
Pengaturan secara konstitusional memben kewenangan kepada Pemernmtah dalam
masalah pertanahan yang dister berdasarkan Pasal 33 Ayan (3) UL 1945 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sebagai bagian permukaan bumi

merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat. Mengingat besarnya peranan dan

Y ahdurahman, Kotentaan-tetentuan Pokok Temimmpbaralah dgrarin, Kehutanen, Tromsmigrest dan
Penergiran, Penerhit Alumni, Bandung, 1999, hlm. 13



kedodukan tanah dalam hekum Kebendasn. maka ketentuan tersebit  dijabarkan
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, pada tanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun
19600, selanjutnya disebut LILIPA,

Permasatahan di bidang perianahan, pada gilirannva senng memmbulian
senpketa pertanahar. Dalam prakiik sehari-hari masyarakat sering menafsirkan
istilah masalah  identik dengan sengketa, pada kenyalaannya pengertian kedua
istilah tersebut saling berbeda, Suatu masalah pertanahan adalah suatu peristiwa,
persoalan, dan hambatan yang terjadi karena kesalahan feknis semata-mata yang
penvelesaiannya cukup berupa petunjuk-petunjuk teknisfinsiruksi yang biasanya
merupakan cara pemecahan apabila aparat pelaksana menemukan kesuliim
teknis peraturan, Sedangkan sengketa perianahan adalah suatu wntuian perdata
dari suatu pihak yang merasa lebih berhak dari pihak lam terhadap pemilikan atas
tansh.® Timbulova senpketa pertanaban adalal bermula dari pengaduan pibak
yang beisikan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terbadap
status tanah. prioritas maupun pemilikennya dengan harapan dapat memperoleh
penyelesaian vang sebaik-baiknya.

[ari alasan fersebut diatas sehenamya tejuan pibak yang merasa keberatan
akan berakhir kepada wotutan babwa iz adalah lebih berhak dari yang lain atas
tanah sengketa, Karena itu penyelesaian senpketa pertanahan tergantung dari silal

senpketa vang diajukan oleh pthak vang berkepentingan.  Penyelesaian sengketa

? Dirjen Apraria, Sub Direktorak Penyusunan program dan Bimbingan Teknis Direklorat Penglrusan
Hak Tanah. Tala Laksana Pengurusan Hak Tanab, 198335, him &



BABY

PENLTUP

A, KESIMPULAN

| Penvelesaian sengheta tanab adat diselesaikan scears mosyavwarah dan mufakat

[

oleh  Kantor  Pertanahan, apabila  Gdak  tercapai perdamaian,  maka
penyelesaiannya dilimpabkan kepada KAN,  Apabila sengkety dimaksud
tidak tercapal perdamatan.. berdasarkan Pasal 27 avat (3) dan 30 aval (1)
buruf ¢ PP NoZ24 Tahun 1997 oleh Kepala Kantor Perianahan, kepada
pengiugal disarankan umuk mengzjukan pugataonva ke Pengadilan dalam
tenggang, waktu Y0 (sembilan puluh) hari. Apabila  tidak mendafiarkan
perkaranya di Pengadiian, permohonan hok atas tanah tersebut dilanjutkan
prosesnya guna mendapatkan bukti hak aras wnah Geetipikal),

Ketentuan ini dirasakan oleh pihak vang memsa Leberatan maupun sebasian
pemuka‘masyarakal adat merasa tidak poas terhadap prosedur mavpun waktu
penyelesaian sengketa yang diatur PP Moo 24 tahun 1997, Penvelesaian
sempkela pendaftaran tanah adat disamping diselesaikan melalui jalue yuridis
formil, juga diselesaikan dengan jalan pendekatan adatkemasyarakatan
dengan memanfastkan keberadaan nintk mamak! lembaga adar.

keendala dalam penyelesaian sengheta tanah adat adalah menpumpulkan
selurul anak kemanakan dalam kaune untok bermusyawarah, Karena ada
anak kamanakan vang diranmtau sehingpas memerlukan wakie yvang lama.

apalagi tidak tercapan kesepakaian dalum kaum tentunya harus dilanjutkan ke
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